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Subjek hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut
hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subyek hukum adalah
setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak
kewajiban dalam lalu lintas hukum. 

Sedangkan sifat subyek hukum yaitu: 
mandiri, 
terlindungi (minderjarig, onbekwaam heid),
perantara. 

Hakikat subyek hukum dibedakan antara: 
a. Pribadi kodrati (natuurlijke persoon) 
b. Pribadi hukum (rechts persoon) 
c. Tokoh/ pejabat (logemann:ambt) 

Sementara, klasifikasi subyek hukum dibedakan atas dua, yaitu terdiri dari manusia atau
natuurlijke persoon dan badan hukum atau rechtspersoon.



Manusia/orang

Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah
subjek hukum. Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia
adalah subjek hukum sejak is dilahirkan sampai meninggal dunia.
Manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum telah
mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin
oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH
Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan
tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.2 Setiap manusia
pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan hukum dianggap
cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-
Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum
telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum.



Manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum telah mempunyai hak
dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku
dalam hal itu menurut Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati
hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

Syarat-syarat cakap Hukum, meliputi :
• Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun)
• Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
• Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum
• Berjiwa sehat & berakal sehat



Syarat-syarat tidak cakap Hukum, meliputi:
• Seseorang yang belum dewasa
• Sakit ingatan
• Kurang cerdas
• Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
• Seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Usia dewasa bagi sebagian remaja merupakan suatu prestasi tersendiri, yang
patut dirayakan. Secara awam, jika seseorang sudah merayakan ulang tahunnya
yang ke-17 tahun, dan sudah berhak memegang KTP atau memiliki SIM sendiri,
dianggap sudah dewasa. Artinya dia sudah berubah dari anak-anak menjadi
dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara hukum.



Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut
berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun
diperlakukan sebagai subjek hukum. Artinya, sejak seseorang mengalami usia dewasanya,
dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum
tertentu, misalnya menjual/membeli harta tetap atas namanya sendiri, semuanya tanpa
bantuan dari orang tuanya selaku walinya.

Jadi, apakah seseorang yang berusia 17 tahun sudah dianggap dewasa dimata hukum?
Ternyata, batas usia dewasa di dalam persepsi masyarakat berbeda dengan batas usia
dewasa di mata hukum. Menurut Undang Perkawinan No. 1/1974 dan KUHPerdata,
seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.
Bertahun-tahun batas usia dewasa tersebut di ikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia.
Sehingga, jika terdapat tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama seorang anak
yang belum berusia 21 tahun, maka untuk melakukan tindakan jual – beli atas tanah dan
bangunan tersebut dibutuhkan izin/ penetapan dari Pengadilan negeri setempat.

Demikian pula untuk melakukan tindakan pendirian suatu PT/CV/FIRMA/YAYASAN, jika
salah seorang pendirinya adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun, harus diwakili
oleh salah satu orang tuanya.



Namun, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan
bahwa, Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a). Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
b). Cakap melakukan perbuatan hukum”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak diterbitkannya UU No. 30/2004 tersebut, maka setiap
orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk
bertindak selaku subjek hukum. Setiap orang sejak lahir sampai dengan meninggalnya sebagai subjek
hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Tentang hal ini Zainuddin Ali mengatakan bahwa:
“Hukum berurusan dengan hak dan kewajiban... Seseorang yang mempunyai hak menurut hukum, ia
diberi kekuasaan untuk mewujudkan haknya itu, yaitu dengan cara meminta kepada pihak lain untuk
menjalankan kewajiban tertentu. Di sini terlihat, bahwa tergantung kepada pemegang hak untuk
menentukan apakah ia akan mewujudkan haknya itu...”
Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan tindakan hukum, kecuali orang yang
belum dewasa atau belum sampai umur 18 tahun atau orang yang tidak sehat pikirannya atau berada
di bawah pengampuan.



Badan hukum

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan dari orang-
orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Atau dapat dipahamipula sebagai
perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek
hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan
sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni
tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat
menimbulkan hubungan hukum, yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum.
Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan
perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai
pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak manusia
seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang
sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan
hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.



Badan hukum
Meijers menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak
dan kewajiban. Begitu juga pendapat Logemann, dan E. Utrecht. Yang menjadi penting
bagi pergaulan hukum ialah Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang
sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu
berupa korporasi. Hak dan kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari hak dan
kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan,
gejala ini sangat penting.
Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-
orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum
dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan
demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan
sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan
dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-
anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara
pengurus-pengurusnya.
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Bentuk-bentuk badan hukum
Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu : 
1. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) 

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan
publik atau orang banyak atau negara umumnya. 

Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang 
berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif
(Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, 
Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara. 

2. Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut
kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.

Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk
tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lainlain menurut hukum
yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal

Menurut J.J. Dormeier istilah Badan Hukum dapat diartikan sebagai berikut : a. persekutuan orang-
orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja; b. yayasan, yaitu suatu harta
atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu. 



Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1) Badan hukum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten.
2) Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian Badan Hukum sebagai
subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :
a. perkumpulan orang (organisasi);
b. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum

(rechtsbetrekking);
c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
d. mempunyai pengurus;
e. mempunyai hak dan kewajiban;
f. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syaratsyarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :
1) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
2) Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.



Dalam konteks ini, terdapat 4 teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk
menjadi subjek hukum:
- Teori Fictie adalah badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.
- Teori Kekayaan Bertujuan adalah hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek

hukum.
- Teori Pemilikan adalah hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah

hak kewajiban anggota bersama-sama.
- Teori Organ adalah suatu jelmaan yang sungguhsungguh ada dalam pergaulan

hukum.
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